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WALIKOTA BANDUNG PERATURAN WALIKOTA BANDUNG PROSEDUR ...
Kepala Badan. 11. Pelayanan Perizinan Adalah Proses Pemberian Izin Kepada Orang
Atau Badan Hukum Untuk Melakukan Aktifitas Usaha Dan/atau Kegiatan Bukan
Usaha Berdasarkan Ketentuan Perundang-undangan. 12. Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Adalah Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Yang
Proses Feb 2th, 2024

WALIKOTA BANDA ACEH PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 21

Petunjuk Teknis Tata Naskah Dinas Setiap Instansi Pemerintah Pusat Dan Daerah



Mengacu Kepada Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Yang Membakukan Jenis,
Penyusunan Naskah Dinas, Dan Tata Cara Penyelenggaraannya. C. Azas
Pertanggungjawaban Adalah Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas Dapat
Dipertanggungjawabkan Dari Segqi Isi, Format, Prosedur, Jan 1th, 2024

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ...
60. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Sebagaimana Telah Diubah
Dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; 61. Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur; 62. May 8th, 2024

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA SEKRETARIAT DAERAH
Dokumen/surat Keterangan Yang Menyatakan Jenis Dan Derajat Kedisabilitasannya,
Dan Di Kemudian Hari Terbukti Bahwa Calon Pelamar Tersebut Adalah Benar
Sebagai Penyandang Disabilitas Maka PPK Dapat Menggugurkan Keikutsertaan/
Kelulusan Yang Bersangkutan; 12.Membuat Surat Lamara Jan 5th, 2024



PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN WALIKOTA BATU

Mengubah Lampiran Peraturan Walikota Batu Nomor 60 ... Surat Izin Praktik Bidan
(SIPB). Lampiran Peraturan Walikota Batu Nomor : Tahun 2019 ... Penyimpanan
Limbah B3. 109. Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah
B3. K Pelayanan Nonperizinan Apr 12th, 2024

WALIKOTA MAKASSAR PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN ...

3. Seksi Pengendalian Ruang. D. Bidang Pengembangan Tata Ruang Dan Bangunan,
Terdiri Atas : 1. Seksi Pelayanan Informasi Tata Ruang Dan Bangunan; 2. Seksi
Pemetaan Dan Pengembangan Sistem Data Dan Infromasi; 3. Seksi Dokumentasi
Dan Evaluasi. E. Bidang Penataan Bangunan Dan Lingkungan, Terdiri Atas : 1. Seksi
Perencanaan Dan Desain Bangunan; 2. Apr 5th, 2024

WALIKOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERABARAT PERATURAN ...

6. Untuk Naskah Dinas Yang Penerbitannya Bersifat Khusus Seperti Nomor Surat
Keputusan, Surat Tugas, Dan Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Maka Penomoran,
Pengkodean Dan Pencatatannya Dilakukan Tersendiri Dan Tidak Dicatat Dalam
Daftar Pengendali. Sarana Pencatatannya Disesuaikan Dengan Kebutuhan Instansi



Pencipta Naskah Dinas Yang May 5th, 2024

WALIKOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN ...
Strategi Pengintegrasian Gender Melalui Perencanaan, Penyusunan, Pelaksanaan,
Penganggaran, Pemantauan, Dan Evaluasi Atas Kebijakan, Program, Dan Kegiatan
Pembangunan Di Kota Yogyakarta ; C. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan
Sebagaimana Dimaksud Dala M Huruf A Dan Huruf B, Perlu Menetapkan Peraturan
Jan 3th, 2024

WALIKOTA MADIUN SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR

13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan
Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun; 14. Daerah
Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas
Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor
02 Tahun 2010; 15. Apr 14th, 2024

WALIKOTA MADIUN PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN ...



Rancang Bangun Dan Perekayasaan Industri. 18. Air Limbah Adalah Sisa Dari Suatu
Hasil Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Berwujud Cair. 19. Air Limbah Domestik Adalah
Air Limbah Yang Berasal Dari Usaha Dan Atau Kegia Apr 7th, 2024

PENYELENGGARAAN PRODI BARU - Maluku Dan Maluku Utara

2.2 Rancangan Kurikulum 2.3 Sistem Pembelajaran Ill. SUMBER DAYA 3.1 Sumber
Daya Manusia 3.2 Sarana Dan Prasarana IV. PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT 4.1 Kebijakan Di Bidang Litabmas 4.2 Publikasi Dosen V. PENDANAAN
5.1 Manajemen Finansial 5.2 Aspek Keberlanjutan VI. MANAJEMEN Jan 10th, 2024

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Dilaksanakan Melalui: A.
Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik; B. Penerapan
Mekanisme Kerja Dan Tatalaksana Jenis Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan.
Pasal 8 Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal Jan
11th, 2024



PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 6 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Adalah Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Yang Mengacu Pada RPJP
Nasional Dalam Bentuk Visi, Misi, Dan Arah Pembangunan Nasional Untuk Masa 20
Tahun Ke Depan Yang Mencakupi Kurun Waktu Mulai Dari Tahun 2005 Hingga
Tahun 2025. RPJP Daerah Apr 14th, 2024

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN PERATURAN DAERAH ...

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Yang Selanjutnya Disingkat RPJP
Daerah Adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Untuk Periode 20 (d
Ua Puluh) Tahun Terhitung Sejak Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2028. 10.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Yang Selanjutnya Mar 10th,
2024

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA NOMOR 21 TAHUN 2013 ...

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Yang Selanjutnya Disingkat
RPJPD Adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Untuk
Periode 20 (dua Puluh) Tahun Terhitung Sejak Tahun 2005 Sampai Dengan Tahun



2025. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Yang Selanjutnya
Disingkat RPJMD Adalah May 12th, 2024

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERATURAN DAERAH PROVINSI ...
Permasalahan Yang Ditemui Adalah ... Ni'matul Huda, 2009, Otonomi Daerah
Filosofi, Sejarah Dan Problematika. Pustaka Pelajar Ni’'matul Huda, 2010,
Problematika Pembatalan Peraturan Daerah, Fh Uii Press, ... Quido Benyamin Ngaji,
2015, Kewenangan Pembatalan Produk Hukum Daerah Oleh Pemerintah Ditinjau
Dari Perspektif Undang-Undang Dasar ... May 13th, 2024

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 13 TAHUN ...
Dan Kegiatan SKPD Serta Anggaran Yang Diperlukan Untuk Melaksanakannya. 48.
Kebijakan Umum APBD Yang Selanjutnya Disingkat KUA Adalah Dokumen Yang
Memuat Kebijakan Bidang Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Serta Asumsi
Yang Mendasarinya Untuk Periode 1 (satu) Tahun. 49. May 4th, 2024

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER ...
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



Pembangunan Daerah Mengamanatkan Bahwa Perencanaan Daerah Dirumuskan
Secara Transparan, Responsif, Efesien, Efektif, Akuntabel, Partisipatif, Terukur,
Berkeadilan, Dan Berwawasan Lingkungan. Adapun Perencanaan Pembangunan
Daerah Adalah Suatu Proses Apr 14th, 2024

GUBERNUR BALI PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI ...

1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan Dan Olah Raga, Tipe A Menyelenggarakan
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Dan Urusan Pemerintahan Bidang
Kepemudaan Dan Olah Raga; 2. Dinas Kesehatan, Tipe A Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Kesehatan; 3. Dinas Feb 12th, 2024

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH ...

Kegiatan Rancang Bangun Dan Perekayasaan Industri. 9. Hotel Adalah Jenis
Akomodasi Yang Mempergunakan Sebagian Atau ... Air Limbah Adalah Sisa Dari
Suatu Usaha Dan/atau Kegiatan Yang Berwujud Cair. ... Untuk Pemantauan Dalam
Rangka Penaatan Baku Mutu Air Limbah. 35. Izin Lingk Apr 12th, 2024

POLICY BRIEF - INFO KEPENDUDUKAN PROVINSI MALUKU



Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Maluku Tahun 2009-2013 Sumber: BPS
Provinsi Maluku, 2014 Angka Harapan Hidup Indikator Pembangunan Manusia Yang
Pertama Adalah Angka Harapan Hidup, Yaitu Perk Jan 14th, 2024

WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH - Jdih.acehprov.go.id

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, Selanjutnya Disingkat
RPJM Gampong Adalah Dokumen Rencana Pembangunan Gampong Untuk Periode 6
(enam) Tahun. 12. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Selanjutnya Disingkat
APBN Adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara Yang Disetujui
Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 13. Feb 5th, 2024

WALIKOTA LHOKSEUMAWE PROVINSI ACEH

26. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, Selanjutnya Disingkat
RPJM Gampong, Adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong Untuk Jangka
Waktu 6 (e Nam) Tahun. 27. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, Selanjutnya
Disebut RKP Gampong, Adalah Penjabaran Dari RPJM Gampong Untuk Jangka Waktu
1 (s Atu) Tahun. Pasal 2 Mar 2th, 2024



WALIKOTA MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN ...

D. Dinas Daerah, Terdiri Dari: 1. Dinas Pendidikan Tipe B Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang Pendidikan; 2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan
Dan Olah Raga Tipe B Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Kebudayaan, Bidang Pariwisata Dan Jan 5th, 2024

WALIKOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR

Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Kota
Surabaya. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa
Tengah/ Jawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyaka May 3th, 2024
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